
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 -  Fax (0741) 62317 TP. 4000

JAMBI-36122

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI 

NOMOR: 3  /KEP.ITPROV-1.3 /1 /2 0 2 2

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN INSPEKTORAT 

DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2 0 2 2

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,

M enim bang : a. bahw a sesua i k e ten tu an  Pasal 11 ayat (1)

P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 3 T ahun  2017 

T entang  Pedom an Pengelolaan Pelayanan Inform asi dan  

D okum entasi K em enterian D alam  Negeri d an  Pem erintah 

D aerah , Pejabat Pengelola Inform asi dan  D okum entasi 

P em ban tu  Di L ingkungan O rganisasi Perangkat D aerah 

M aka perlu  d idukung  oleh Pengelola Pelayanan Inform asi 

d an  D okum entasi P em ban tu  yang Efektif;

b. bahw a u n tu k  m elaksanakan  sebagaim ana d im aksud  pada  

h u ru f  a, perlu  m en u n ju k  Pejabat Pengelola Inform asi dan  

D okum entasi P em ban tu  yang D itetapkan  dengan 

K epu tusan  Inspek tu r;

c. bahw a b e rd asa rk an  k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  

h u ru f  a  d an  h u ru f  b, perlu  d ite tapkan  K eputusan  

In sp ek tu r Provinsi Ja m b i ten tang  P em bentukan  Tim 

Pejabat Pengelola Inform asi dan  D okum entasi Pem ban tu  

d ilingkungan Inspek to ra t D aerah Provinsi Jam b i T ahun  

2022

M engingat : 1. U ndang- U ndang D aru ra t Nomor 19 T ahun  1957 ten tang

P em ben tukan  D aerah  S w atan tra  T ingkat I S um atera  

B arat, Jam b i, R iau (Lem baran Negara Republik Indonesia 

T ahun  1957 Nomor 75) sebagaim ana telah  d iubah  dengan



Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 

1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 

Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang pembentukan peraturan Perundang- 

Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2022 Nomor 143, tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 

Nomor 73);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Keija Inspektorat Daerah Provinsi 

Jambi (Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 

Nomor 14).

M E M U T U S K A N

: Menunjuk Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi 

Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan struktur 

organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan 

ini.

: Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum 

KESATU, sebagai berikut:

a. Tugas Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Pembantu :

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, 

tugas, dan kewenangannya;

2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID 

Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau 

sesuai kebutuhan;

3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan 

dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi 

dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, 

tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip 

pelayanan prima;



KETIGA

5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan 

data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan 

Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; 

dan;

6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan 

pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama 

secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan

b. Fungsi Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Pembantu :

1. Menolak dan Memberikan Informasi yang dikecualikan 

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang;

2. Meminta dan Memperoleh dari Unit Keija/Komponen Keija 

yang Menjadi Cakupan Kerja Inspektorat Daerah Provinsi 

Jambi;

3. Mengkoordinasikan Pemberian Layanan Informasi Kepada 

Unit Keija atau Komponen Kerja yang Menjadi Cakupan 

Keija Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;

4. Menentukan atau Menetapkan Suatu Informasi 

Dapat/Tidaknya diakses oleh Publik

5. Menugaskan Unit Keija/Komponen Kerja untuk Membuat, 

Mengumpulkan serta Memelihara Informasi dan 

Dokumentasi Untuk Kebutuhan Organisasi.

: Mekanisme Kerja Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Pembantu :

I. Pejabat Pengelola Informasi Melaksanakan Tugas :

1. Mengumpulkan Informasi :

a. Pengumpulan Informasi Merupakan Aktivitas 

Penghimpunan Kegiatan yang telah sedang dan akan 

dilaksanakan oleh Setiap Unit Kerja Atau Komponen 

Kerja Yang Menjadi Cakupan Kerja Inspektorat Daerah 

Provinsi Jambi;

b. Informasi yang dikumpulkan adalah Infformasi yang 

Berkualitas dan Relevan Dengan Tugas Pokok dan 

Fungsi Masing-Masing Unit Keija dilingkungan 

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;



c. Informasi yang Dikumpulkan Dapat Bersumber dari 

Pejabat dan Arsip, Baik Arsip Statis maupun Dinamis;

2. Penyedia Informasi Dilaksanakan Dengan :

a. Mengenali Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah 

Provinsi Jambi;

b. Mendata Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat 

Daerah Provinsi Jambi;

c. Mendata Informasi dan Dokumentasi yang dihasilkan;

d. Membuat Daftar Jenis-Jenis Informasi dan 

Dokumentasi.

3. Mengelompokan Informasi:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 

secara berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

c. Informasi yang tersedia setiap saat;

II. Pejabat Pengelola Dokumentasi Informasi dan Arsip

Melaksanakan Tugas :

1. Membuat ringkasan untuk masing-masing informasi;

2. Memverifikasi informasi sesuai dengan jenis kegiatannya;

3. Otentikasi Informasi melakukan untuk menjamin keaslian 

informasi melalui validasi informasi oleh setiap unit keija 

dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

4. Pemberian Kode Informasi.

Dilakukan untuk mempermudah pencarian informasi yang 

dibutuhkan melalui metode pengkodean yang ditentukan 

oleh masing-masing Inspektur Pembantu meliputi:

a. Kode klasifikasi disusun dan ditentukan dengan 

menggunakan kombinasi huruf dan angka;

b. Kode huruf digunakan untuk memberikan tanda 

pengenal kelompok primer dan fungsi;

c. Kode angka dua digit untuk memberi tanda pengenal 

atau kelompok tersier atau kegiatan;

5. Penataan dan Penyimpanan Informasi.



III. Pejabat Pengelola Pelayanan Inform asi

1. Inform asi Publik yang tersed ia  d an  d ium um kan  secara  

berkala, dilayani m elalui w ebsite d an  inform asi se rta  

m edia ce tak  yang tersedia;

2. P erm in taan  inform asi yang d ised iakan  setiap  saat.

3. S em ua inform asi publik  yang d ikategorikan wajib tersed ia  

se tiap  sa a t te tap  d isediakan.

4. P endokum en tasian  perm in taan  inform asi d an  pelaporari.

5. S em ua p e rm in taan  inform asi baik  m elalui m edia 

elektronik , tidak  tertu lis

KEEMPAT : K epu tu san  ini m ulai berlaku  sejak tanggal di tan d a tan g an i 

dengan  k e te n tu an  apab ila  d ikem udian  hari te rd ap a t kekeliruan  

dalam  K epu tusan  ini ak an  d iadakan  perbaikan  sebagaim ana 

m estinya.

D itetapkan di Jam b i

Pada tanggal J a n u a r i  2022

Tem busan:
1. G u b e rn u r Ja m b i (Sebagai Laporan)
2. S ekretaris D aerah  Provinsi Jam bi;
3. Yang B ersangku tan .


